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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah 

ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih 

dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintah 

Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru 

sampai reformasi mempunyai versinya masing masing ketika pada masa orde 

baru. Demokrasi masih belum berjalan dengan baik terlihat misalnya seperti 

kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun 

kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh rakyat 

Indonesia pada masa itu. 

Berakhirnya era pemerintah orde baru membuka peluang terjadinya 

reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia.
1
 Demokrasi di Indonesia 

dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan khususnya oleh para 

aktifis dalam hal kebebasan dan berekspresi dan menyatakan pendapat di era 

reformasi jauh lebih dari masa sebelumnya terutama orde baru akan tetapi 

problematikanya semakain banyak ormas, LSM, organisasi kampus dan yang 

lainnya menggunakan kebebasan menyalurkan pendapat ini dengan jalur 

                                                             
1  Hari Sabarno Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003), 96. 
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2 

 

demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka untuk mengkritik kinerja 

pemerintah.
2
  

  Sebelum ada undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka umum, persoalan menyampaikan pendapat 

dimuka umum ini hanya diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal itu 

menyebabkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan 

menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh Negara dengan berdasarkan 

undang-undang yang berlaku sehubungan dengan hak dan kewajiban yang 

harus ditaati dengan baik oleh para demonstran, sebagai aturan main dalam 

melakukan demonstrasi.
3
  

  Sebenarnya telah dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 dan 6 UU No. 

9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 

umum, yang menjelaskan bahwa hak para demonstran meliputi hak untuk 

mengeluarkan pikiran secara bebas, serta hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban para demonstran dalam 

melakukan demonstrasi meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak dan 

kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, 

mentaati hukum yang berlaku, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

umum.
4
  

  Dalam wacana Islam demonstrasi disebut    مظاهرة  yaitu sebuah media 

dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan 

                                                             
2
  Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008),134. 

3
 Hari Sabarno Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003),37. 
4
  Ibid.,96. 
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berupaya mensyi’arkannya dalam bentuk pengarahan masa. Demonstrasi 

merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan 

digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaanya sebagaimana 

misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan 

untuk mencuri sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum 

demonstrasi.
5
  

  Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan 

pendapat kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat hak itu 

digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan 

keburukan.
6
 Karena itu prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan 

dijamin pelaksanaannya guna terjaminya keutuhan masyarakat pluraristik. 

Kebebasan kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, 

kebebasan dari perbudakan, kebebasa dari kekurangan, kebebasan dari rasa 

takut, kebebasan dari penganiayaan, dan kebebasan menyatakan pendapat.
7
  

  Dalam bahan soal kebebasan berpendapat Wah{bah{ al-Zuhayli> 

melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat 

dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas 

menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu 

pemerintah.
8
 Oleh karena itu kebebasan berpendapat diakui oleh Islam. 

                                                             
5
  Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

134. 
6
 Haris Dianto, Fiqh  Politik, http//harisdianto.file.wordpress.comdi akses,03-06-2015. 

7
  Abu> A’la> al Maudu>di>, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta :bumi aksara,2005), 30. 

8
 J. Suyuti> Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madi>na Ditinjau Dari 

Pandangan Al Qur’a >n, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994),156. 
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  Dalam catatan sejarah Islam awal ditemukan bukti-bukti yang 

menunjukkan bahwa Nabi> memberi kebebasan kepada sahabatnya untuk 

berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam 

musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk 

membicarakan dalam berbagai masalah. Tapi disamping kebebasan dalam 

mengeluarkan pendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam 

rangka menghargai hak-hak orang lain.
9
 

  Maka untuk mengetahui kriteria aksi demonstrasi sebagai tindak 

pidana dan pertanggung jawabannya membutuhkan penelitian mendalam 

karena hukum Islam juga menjamin kebebasan menyampaikan pendapat bagi 

setiap indivudu maupun kelompok sebagaimana dijelaskan berikut :
10

 

 Firman Allah :   

                            

              

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku a>dil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Surat: 

Al-Nahl Ayat 90)
11 

 
Hadi>st Nabi>: 

عَلَانيَِةً وَلَكِنْ ليَِأْخُذْ بيَِدِهِ فَ يَخْلُوَ بِوِ فَإِنْ قبَِلَ مِنْوُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَ نْصَحَ لِسُلْطاَنٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُ بْدِ لَوُ 
  فَذَاكَ وَإِلَاّ كَانَ قَدْ أدََى الَذِى عَلَيْوِ لَوُ 

Barangsiapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu 
perkara maka janganlah ia tampakkan di khalayak ramai. Akan tetapi 

                                                             
9 Abd Kalil, Fiqh Rakyat;Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan, (Yogyakarta; LKS 2000), 22. 
10

  Ibid.,23. 
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan  Terjemahannya, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977),125. 
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hendaklah ia mengambil tangan penguasa (raja) dengan empat mata. 
Jika ia menerima maka itu (yang diinginkan) dan kalau tidak, maka 
sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia 
dan pahala baginya (orang yang menasihati. (HR. Muslim No. 

2589).
12

 

  Di dalam terminologi bahasa Arab, demonstrasi terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu:  

-yaitu aksi sekelompok masyarakat di tempat ,(demonstrasi) مظا ىرة .1

tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang sudah 

menjadi tugas Negara atau para penanggung jawabnya. Para demonstrasi 

dalam aksi tersebut biasanya melakukan pengrusakan. Penghancuran dan 

pembakaran barang-barang milik Negara ataupun barang-barang milik 

individu. 

 hampir sama dengan demonstrasi, yaitu aksi ,(unjuk rasa) مسيرة .2

sekelompok masyarakat untuk mendukung atau menuntut sesuatu. Akan 

tetapi, tidak disertai pengrusakan, penghancuran dan pembakaran atas 

barang-barang milik umum maupun khusus (milik individu).
13

 

  Tidak jarang pula, demonstrasi mengakibatkan perkelahian, 

penganiayaan, bahkan pembunuhan.  Islam aktifitas seperti ini adalah 

aktifitas meniru para sosialisasi yang terbiasa melakukan aksi pengrusakan 

di sela sela aksi mereka. Hal ini biasa dianggap sebagai aktifitas bertasyabuh 

dengan golongan tertentu. Meskipun demikian ‚demonstrasi‛ yang 

dilakukan dengan tertib, memperhatikan syari’at Islam, termasuk 

menyangkut pendapat atau aspirasi yang disampaikan, tanpa kekerasan, 

tidak mengganggu ketertiban umum dan hak-hak masyarakat tidak 

                                                             
12

 Abd Jalil, Fiqh Rakyat;Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKS 2000), 34. 
13

 Wisnu Sudibjo, Demonstrasi Yang boleh dan yang terlarang                          
http;//wisnusudibjowordpress.com, diakses pada 15-Agustus-2015. 
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membakar, merusak dan menghancurkan barang-barang milik umum, 

Negara, maupun milik individu adalah diperbolehkan. Inilah yang disebut 

dengan masi>rah (unjuk rasa). 

  Menurut Imam Ghaza>li>, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu 

Taimi>yah menyampaikan kritik dan memberikan nasehat bagi orang lain 

yang keliru itu wajib oleh karena itu masyarakat harus menegakkan 

kewajiban ini, bukan untuk tujuan lain melainkan kebenaran itu terus hidup 

dan eksis karena kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila 

kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan 

dengan baik sewaktu hidup di dunia.
14

  

  Sejarah pemerintah Islam juga telah menunjukkan tentang adanya   

 atau kritik terhadap pemerintah. Abu> Bakar secara terbuka dan di معا رضو

hadapan umum mengatakan ‘’ Bila aku baik, bantulah aku akan tetapi bila 

aku salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci dan 

kesalahan adalah penghianatan ’’ Pada saat pelantikan Umar bin Khat{t{ab 

meminta agar ditegur jika melakukan penyimpangan, kemudian salah 

seorang yang hadir, tampil sambil menghunus pedang seraya mengatakan ‘’ 

Jika aku melihat penyimpangan pada Umar, aku akan meluruskan dengan 

pedang ’’ mendengar itu Umar tidak marah, justru mengucapkan Alh{amdu 

lillah.
15

  

  Dalam meluruskan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan 

dengan ajaran Islam dibutuhkan gerakan Islam. Di dalam Islam sendiri 

mengenal adanya gerakan gerakan Islam dimulai dari gerakan keagamaan 

                                                             
14

 Ibnu Taimi>yah, Kumpulan Fatwa> Fatwa> Ibnu Taymi>ah, (Jakarta Darul Haq, 2007).hal.78 
15 A. Jazu>li>, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah 

(Jakarta: Prenada Media, 2003), 95. 
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sampai gerakan sosial yang semakin berkembang pesat dari generasi ke-

generasi atau tahun ke-tahun. Gerakan sosial dibutuhkan untuk mewujudkan 

perubahan itu tidak hanya di kenal dunia barat, Islam juga mengenal hal 

itu.
16

   

   

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Demonstrasi dalam Islam 

2. Bentuk demonstrasi dalam Islam 

3. Hak dan kewajiban para demonstran 

4. Demonstrasi anarkis 

5. Bentuk anarkis 

6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap demonstrasi anarkis 

  Dari beberapa masalah di atas, untuk itu penelitian membatasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Demonstrasi anarkis di Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap demonstrasi anarkis di Kampus 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas penulis disini merumuskan sebagai 

berikut: 

                                                             
16

 Ridwan , Fiqh Poltik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), 

41. 
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1. Bagaimana demonstrasi anarkis di kampus IAIN  Sunan Ampel 

Surabaya? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap demonstrasi yang 

anarkis di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya? 

 

D. Kajian Pustaka 

  Dalam permasalahan demonstrasi ada beberapa hal yang menjadi 

rujukan penelitian, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya-

karya ilmi>ah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang 

penulis bahas diantaranya: 

1. Skripsi dengan judul ‘’Tindak Pidana Dalam Demonstrasi ‘’(Tinjauan 

dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam) karya Nuryanto 

(Nim: C03396101). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku 

tindak pidana dalam demonstrans, menurut hukum  pidana positif  dan 

hukum pidana Islam kalau terbukti ada kesalahan dari perbuatan yang 

mereka lakukan, para pelaku tindak pidana dapat dipertanggung- 

jawabkan, dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung- 

jawaban tindak pidana.  

2. Skripsi dengan judul  ‘’Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana 

Islam ‘’ karya Damar Dono (Nim:03370276). Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam 

mempunyai pendirian yang sama yaitu menjamin kebebasan  setiap 

orang untuk mengutarakan pikiran, pendapat, saran, kritik, dan 

sebagainya.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

  Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya di atas menurut 

penelitian ini memiliki tiga perbedaan dengan karya sebelumnya yaitu : 

a. Objek kajian  : Penelitian ini melakukan pembatasan kajian pada 

sebuah peristiwa hukum (demonstrasi anarkis) yang terjadi di IAIN 

Sunan Ampel  

b. Metode kajian : Penelitian ini melakukan penggalian data dengan 

cara wawancara mendalam dengan para pelaku demonstrasi serta 

pembacaan putusan, dokumentasi kejadian dan berita yang ada.  

c. Model analisis : Penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif analisis dengan teori hukum pidana Islam. Teori yang 

digunakan juga dibatasi pada teori perbuatan pidana dan jenis-jenis 

perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam. 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan  demonstrasi  anarkis di kampus IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

2. Untuk melakukan analisis demonstrasi anarkis di kampus IAIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu 

teori perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana dalam hukum 

pidana Islam. 
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 Kegunaan dari penilitian ini adalah: 

1. Aspek Teoritis 

   Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah demonstran 

yang anarkis. 

2. Aspek Praktis 

  Sebagai bahan evaluasi terhadap teman-teman  mahasiswa dalam 

melakukan demonstrsi atau  ber-amar ma’ru>f nah> mungkar khususnya 

mahasiswa yang  notabenenya muslim. 

 

F. Definisi Oprasional 

  Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau 

variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, 

mengkaji atau mengukur variabel penelitian. Adpaun yang dimaksud dengan 

definisi oprasional ini adalah: 

1. Hukum pidana Islam  

  Adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang 

dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan 

hukuman had dan ta’zi>r. Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah 

mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang 

diperintahkan oleh syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash.
17

 

 

 

 

                                                             
17

 Marsu>m, Fiqih Jina>yat (Yogyakarta: FH UII 1991), 2. 
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2. Demonstrasi Anarkis  

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan demonstrasi anarkis 

adalah perbuatan demonstran yang mengakibatkan hancurnya fasilitas 

kampus. 

  Dari definisi oprasional tersebut dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari judul penelitian adalah menjelaskan ‘’Tinjauan hukum 

pidana Islam terhadap demonstrasi anarkis di kampus IAIN Sunan 

Ampel Surabaya).
18

 

 

G. Metode Penilitian 

 Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan),  

yakni penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh 

semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini  

dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera 

tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali situasi di 

lapangan.
19

 Lokasi penelitiannya adalah di kampus IAIN Sunan Ampel 

Surabaya.  

1. Data yang Dikumpulkan 

 Berisi data tentang peristiwa demonstrasi anarkis di kampus 

IAIN Sunan Ampel Surabaya dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap 

demonstrasi anarkis. Adapun data yang dikumpulkan adalah: 

a. Data tentang demonstrasi anarkis yang terjadi di kampus IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

                                                             
18

  Sutrisno Hadi Metodelogi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),76. 
19

  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), 21. 
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b. Data tentang putusan hakim terhadap demonstrasi anarkis di kampus 

IAIN Sunan Ampel Surabaya 

c. Data teoritik tentang perbuatan pidana demonstrasi anarkis 

2. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena itu sumber 

data akan di klasifikasikan sebagai berikut: 

1) Sumber Primer: Adapun sumber  primer dalam penelitian ini adalah 

pelaku demonstran, orang yang dianggap mempunyai kaitan  dengan 

kejadian, jurnal, CD, putusan PN, dan surat-surat yang ada 

kaitannya dengan kejadian.  

2) Sumber Sekunder: adalah subjek penelitian untuk menganalisa data 

yang diperoleh dari obyek penelitian, diantaranya: 

a) Buku, al Tashri’ al Jina >’i> al Isla>mi, Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Arabi>, yang ditulis, Abd Qadir Audah. 

b) Buku, Fiqih Jina>yah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam), ditulis oleh, A. Jazu>li>. 

c) Buku, Fiqih Jina>yah ( Hukum Pidana Islam), ditulis oleh 

Marsum. 

d) Buku Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, yang di tulis 

oleh Shaikh Abi> Abdirrahman Fauzi al-al-Atsari. 

e)  Buku Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir, karya As{im 

Ahmad Ajjali. 

f) Buku Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, yang ditulis oleh 

Abu A’la> Almaudu>di>. 
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g) Buku Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan, karya  

Abd Jali>l. 

h) Buku Fiqh Siyasah, karya Jazuli>. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

  Yaitu dengan melakukan pertanyaan langsung terhadap 

beberapa  pelaku demonstrans serta dengan orang-orang yang 

mempunyai kaitan dengan kejadian demonstrans. 

b. Dokumentasi 

  Jurnal, CD, putusan PN, SK Rektor  dan surat-surat yang ada 

kaitannya dengan kejadian. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang 

penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Organizing Adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,       

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. 

b. Editing Adalah kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta 

menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut. 

c. Analisis Adalah  merangkum sejumlah data yang telah diperoleh dari 

teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan 

menggunakan kacamata yang telah penulis tulis di atas,  sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan. 

5. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data, penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif analisis, yaitu analisis dengan cara memaparkan apa adanya, 
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dalam hal ini data tentang peristiwa  demonstran anarkis di IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, kemudian dianalisis dengan teori hukum pidana Islam, 

dengan mengunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berangkat 

dari variabel yang bersifat  khusus, yaitu peristiwa-peristiwa 

demonstrasi anarkis kemudian pada kesimpulan yang bersifat umum, 

yaitu teori hukum pidana Islam.   

 

H. Sistematika Pembahasan 

  Penelitian ini memeliki sitematika pembahasan yang rinci agar 

memudahkan pembaca. Adapun rincian sistematika tersebut adalah: 

  Bab Pertama: merupakan  pendahuluan yang berupa latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

merupakan pondasi awal untuk mengarahkan pembaca kepada substabsi 

penelitian. 

   Bab Kedua: berisi tentang pengertian pidana Islam, jenis-jenis pidana 

Islam,  unsur-unsur pidana Islam dan dasar hukumnya. Bab ini dianalisis 

untuk memperoleh kontradiksi teori dengan di lapangan. 

  Bab Ketiga: laporan hasil penelitian di kampus IAIN Sunan Ampel 

Surabaya yang berisi tentang kronologi aksi demonstrasi, unsur-unsur pidana 

dalam demonstrasi, putusan pengadilan dan pendapat Ulama>’ mengenai 

demonstrasi yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara, jurnal,  

putusan pengadilan, video, serta gambar-gambar dan tulisan yang 

berhubungan dengan kejadian tersebut. 
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  Bab Keempat: bab ini merupakan analisis tinjauan hukum pidana 

Islam terhadap demonstrasi anarkis. 

   Bab Kelima: menutup penulisan ini dengan kesimpulan dan saran 

sehingga masukan dari pembaca dapat memperbaiki kekurangan yang ada. 

 


